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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan

lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan
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Lembaga keuangan pank.Bank, baik bank sentral
maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.
Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhanekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat



banyak." Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan,
bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme

sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut G.M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik”,

memberikan pengertian bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan

pun dengan

iral.”Dalam
danayang
asilkan dari
etiga (dana
pa setoran

tahan, dan

Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa
keuangan merupakan suatu badan yang secara hukum memiliki status yang

kuat dengan adanya kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan

"Malayu S.P. Hasibuan, 2001,Dasar — Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, him.

% Thomas Suyatno, dkk, 1997, Kelembagaan Perbankan, Gramedia, Bandung, him. 1.
*Malayu S.P. Hasibuan, Op.cit. him. 56.



masyarakat. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan usaha yang
paling utama karena pendapatan utama dari usaha bank berasal dari
pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Dengan
semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan
meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang

diberikan.
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2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat
dalambentuk kredit.

3. Bank sebagai lembaga yang memperlancar transaksi perdagangan

danperedaran uang.

*Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, him. 23



Berdasarkan pemahaman fungsi bank tersebut dapat dipastikan
bahwapenyaluran kredit merupakan bisnis utama bank, sehingga sebagian
besar dari aset suatu bank merupakan kredit. Begitu juga halnya

denganpendapatan bank sebagian besar berasal dari kredit.

Menurut UU Perbankan, kredit adalahpenyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan. dengan itu,berdasarkan persetujuan atau

lain yang
lah jangka
wak hung agian  hasil
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Namu dler lancar. Pada
hakikatnya masyarakt am pada bank adalah yang
ekonominya lemah, mungkin saja pada suatu waktu terjadi bencana atau

hal-hal di luar perkiraan yang menyebabkan mereka tidak dapat membayar

kembali hutangnya kepada bank. Maka akan terjadi sengketa yang disebut

[T
Ibid
®Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media
Group, Cetakan 4, Jakarta, him. 60



kredit macet. Bank tentunya sudah memprediksi akan timbulnya keadaan
seperti ini, bagaimana bank mempersiapkan dirinya untuk menghadapi
keadaan demikian. Untuk mencegah terjadinya kredit macet pada usaha
perbankan perlu dilakukan upaya antisipatif yaitu dengan cara menerapkan
Bank Indonesia Checking (BI-Checking) pada Sistem Informasi Debitur

(SID) untuk menilai dan menganalisis layak atau tidaknya pemberian

Bank dan

BIK).’SID
t berfungsi

d Jsaja dalam

pada Bank Indonesia yang atkan nasabah masukdalam kategori
kredit macet sehingga didaftarhitamkan atau blacklist. Dalam kamus
istilahpopular perbankan Bank Indonesia blacklistatau daftar hitam adalah

daftar nama paranasabah individu atau badan hukum maupunperusahaan

"https://www.aturduit.com/articles/penjelasan-lengkap-tentang-sistem-informasi-debitur-
sid/ diakses pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 19.47 WIB



https://www.aturduit.com/articles/penjelasan-lengkap-tentang-sistem-informasi-debitur-sid/
https://www.aturduit.com/articles/penjelasan-lengkap-tentang-sistem-informasi-debitur-sid/

yang terkena sanksi dari bankkarena telah melakukan beberapa

tindakantertentu yang bisa merugikan pihak bank dan masyarakat.®

Kurangnya informasi tentang calon debitur serta kurangnya
memahami lebih mendalam mengenai karakter calon debitur disebut-sebut
sebagai beberapa penyebab utama terjadinya sebuah kredit macet yang

itur tersebut dalam SID. Informasi

ating dalam
bank serta
lon debitur

h berkaitan

D07 tentang

paraan SID
[ flana, penerapan
Shtang-calon debitur untuk

pemenuhan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan disiplin pasar.

Dengan adanya SIDBank Indonesia yang sangat terpadu
sehinggabank satu dengan bank yang lainnya akanmengetahui informasi

dan profil dari nasabahyang ingin megajukan kredit apakahnasabah

8https://www.cermati.com/artikel/blacklist-bank-apa-itu-dan-cara-menghindarinya
diakses pada tanggal 6 Agustus 2017 Pukul 20.09 WIB



https://www.cermati.com/artikel/blacklist-bank-apa-itu-dan-cara-menghindarinya

tersebut masuk dalam daftar hitam atau tidak. Jikaterjadi kesalahan atau
kelalaian dari pihak bankdalam pelaporan pelunasan kredit hal
inimenimbulkan kerugian yang besar baginasabah. Misalnya, jika nasabah
akanmelakukan pengajuan kredit kembali kepadabank lainnya, secara
prosedur bank tersebutmelakukan Bl checking pada SID dan melihat

apakah termasuk dalamdaftar hitam atau riwayat kredit macet makasecara

ak untukmenerima
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1. beritikad baik dalam melakukan kegiatanusahanya,

2. memberikan informasi yang benar, jelas,dan jujur mengenai
kondisi jasa,

3. melayani nasabah atau konsumen secarabenar,

4. memberi kompensasi atau ganti rugiapabila jasa yang diterima
tidak sesuaidengan perjanjian.

°Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him. 51



Untuk itu dengan adanya UU Perlindungan Konsumen ditambah
lagi dengan UU Perbankanyang mengatur mengenai perlindunganterhadap
nasabah dapat memberikanpandangan terhadap para nasabah bahwasegala
hak-hak perbankan nasabah diatur dandilindungi oleh undang-undang
sehingga bilasuatu hari terjadi sengketa antara nasabah denganbank, maka

tidak akan ragu dan takut untukmelaporkan kerugian yang dialami

SISTEM INFORMASI “DEB¥rE BANK INDONESIADALAM

SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA”.

B. RUMUSAN MASALAH



Dari uraian latar belakang yang dikemukakan oleh penulis
mengenai  perlindungan hukum terhadap nasabah bank, maka
permasalahan yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan dari sistem informasi debitur Bank

Indonesia dalam sistem perbankan di Indonesia?

2. Bagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia dalam pengenaan

nyai suatu

alah  yang

aan sistem

bankan di

raturan Bank
Indonesia dala 8f dan penyelesaian masalah
terhadap bank yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam

laporan informasi debitur.

D. MANFAAT PENELITIAN



Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan
tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulisan ini memberikan
manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi:

mengenai

erlindungan

N
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lainnya terutama masyarakat luas tentang hak-hak yang

dimiliki mereka apabila dirugikan oleh pihak perbankan.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah



Penelitian ini merupakan termasuk penelitian normatif. Pada
penelitian hukum jenis ini, yang menjadi pokok kajiannya adalah
pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum
yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan (law in books) atau norma yang merupakan
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.’® Menurut

Soerjono Sgeke WAqs. AWB if adalah penelitian yang

rtujuan; s SEjaran kum dan

I, penulis

Pendakatan

certo dalam

pat gabungan

a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang

dua tahap kajian, yaitu:

berlaku.

10 Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him.118.

11 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, him.50

2Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan 1, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, him. 52.



b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concerto guna
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut
dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen
hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman

realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji

telah dijalankan secara patut atau tidak.

i ini adalah
an secara
as tentang

Indonesia

atif adalah
udji, data

taka.'*Data

pahan-bahan hukum yang
mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan

dalam hukum nasional Indonesia, antara lain:

1330erjono Soekanto, 2007, loc.cit.
% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, him.12.



1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan;

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI1/2005 tentang

0/PBI1/2008
Indonesia

Pengaduan

Indonesia

Informasi
Nomor
P Al adan Permintan

attll Sistem Layanan Informasi
Keuangan.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

buku-buku dan artikel.



c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang
memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder,
seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media

massa dan internet/website. Website yang diakses dalam

menunjang penelitian ini
ad QS . 13/07/23/mengapa-
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https: enggolongan-kualitas-kredit-

dan-cara-menghindari-kredit-macet,

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t54851cd0a39e3/b

olehkah-bank-memblokir-rekening-nasabah-yang-tidak-

membayar-utang, https://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-

bank/kolektibilitas.aspx,
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http://bisnis.liputan6.com/read/2238838/begini-cara-pengaduan-bila-nasabah-dirugikan
http://ekonomi.kompas.com/read/2013/07/30/1523498/Dirugikan.Industri.Keuangan.Adukan.ke.OJK
http://ekonomi.kompas.com/read/2013/07/30/1523498/Dirugikan.Industri.Keuangan.Adukan.ke.OJK
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http://www.0jk.go.id/id/kanal/perbankan/arsitektur-perbankan-

indonesia/Pages/Struktur-Perbankan.aspx,

http://www.sarno.id/2017/03/bentuk-hukum-badan-usaha-

perbankan-di-indonesia.html,

https://www.voaindonesia.com/a/ojk-resmi-ambil-alih-tugas-

pengawasan-perbankan-dari-bi/1820703.html,

asalahan yang diteliti;
b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan
permasalahan yang digunakan;

c. Sebagai sumber data sekunder;

*Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, him. 112
"®Ibid.
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d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan
penelitiannya;

e. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data
yang dapat digunakan;

f. Memperkaya ide-ide baru;

g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan

tersebut suda engkap untuk mendukung
pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.’Kewajiban
pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para

pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu

Y|bid, him.125-126



sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan
proses berikutnya.
b. Analisis Data
Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian
secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala

tertentu.'®Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun

tersebut.~Kerme : dalam bab-bab sehingga

menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.

him. 37

830erjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta,

97ainuddin Ali,2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 106



